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MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 63/PUU-XV/2017 

TENTANG 

SYARAT MENJADI KUASA WAJIB PAJAK 
 

Pemohon  : Petrus Bala Pattyona 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pokok Perkara : Pasal 32 ayat (3a) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta 
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945  

Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 

Tanggal Putusan : Kamis, 26 April 2018 

Ikhtisar Putusan : 

  Pemohon  adalah perorangan warga  negara Indonesia dan pembayar pajak yang 
berprofesi sebagai advokat, pengacara, kurator, legal auditor, dan mediator. Pemohon 
sebagai advokat dan pengacara juga memiliki sertifikasi tambahan seperti kurator, legal 
auditor, dan surat izin menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak serta memiliki pengetahuan 
yang cukup dalam hal pajak berdasarkan bukti sertifikat brevet A-B. 

 Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (selanjutnya disebut UU KUP) telah merugikan atau berpotensi merugikan hak 
konstitusional Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak 
dapat menjalankan pekerjaan dan telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai kuasa, karena adanya norma dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 (PMK 229/2014) yang memberikan 
syarat untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak, sehingga Pemohon ditolak oleh Petugas 
Kantor Pelayanan Pajak Bantul untuk mendampingi klien.  

 Bahwa penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul terhadap Pemohon dengan 
dalil bahwa Pemohon bukan seorang konsultan pajak menandakan petugas kantor 
Pelayanan Pajak Bantul tidak memahami hak-hak konstitusional Pemohon dan profesi 
Pemohon sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat.  

 Bahwa UU 32  ayat (3a) UU KUP menyatakan, “Persyaratan serta pelaksanaan hak 
dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan”. Bahwa menurut Mahkamah, dalam sistem presidensial 
seharusnya tidak terjadi pendelegasian yang meloncati dua peraturan perundang-undangan 
yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 
1945. Namun masalah pendelegasian tersebut diatur secara agak berbeda dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 
12/2011) yang berlaku saat ini, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II khususnya 
Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011. Pedoman angka 211 Lampiran 
II UU 12/2011 menyatakan, “Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang 
kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat 
dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif”. Dengan demikian, 
terlepas dari persoalan apakah secara doktriner dalam sistem pemerintahan Presidensial 
dapat dibenarkan adanya pendelegasian kewenangan mengatur langsung dari Undang-
Undang kepada Peraturan Menteri, menurut hukum positif yang berlaku pada saat ini (in casu 
UU 12/2011) pendelegasian kewenangan demikian dimungkinkan sepanjang hal itu 
berkenaan dengan pengaturan yang bersifat teknis-administratif. Dengan kata lain, secara a 
contrario, pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang langsung kepada Peraturan 
Menteri tidak dibenarkan jika materi muatannya berkenaan dengan hal-hal yang menurut 
hierarki peraturan perundang-undangan bukan merupakan materi muatan Peraturan Menteri. 

 Bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang 
teknis-administratif “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai 
delegasi yang bersifat teknis-administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak 
boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa 
kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib 
pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain 
pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang 
diturunkan dari UUD 1945. Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat 
teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (over 
capacity of power) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut 
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mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”. Artinya, pengaturan itu tidak boleh 
berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang lebih 
tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh karena itu, ada atau tidak ada kasus 
konkret sebagaimana dialami Pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai “syarat dan 
tata cara pelaksanaan kuasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya 
dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis-
administratif, sementara frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” menurut Mahkamah 
bukanlah merupakan peraturan yang bersifat teknis-administratif, melainkan telah masuk ke 
dalam substansi. 

 Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar 
putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu 
sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya 
berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau 
perluasan hak dan kewajiban warga negara. 
 

 

  


